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ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang penunjukan Rumah Sakit
tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas
penyalahgunaan narkotika untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barat Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Rl
Nomor 4422); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Rl Nomor 4844); Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5063); Undang-undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5072); Undang-undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor | Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (lembaran Negara Rl Tahun 2015); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil



CATATAN :

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-O33/TAHUN 2016 Tahun
2016 diatur tentang : Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Wahidin
Sudirohusodo Makassar yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11
Makassar sebagai tempat pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017; Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, berkoordinasi dengan lkatan Dokter
Indonesia (IDI),Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat, dan
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Sulawesi Selatan Barat untuk
selanjutnya membentuk Tim Pemeriksa kemampuan sehat jasmani dan rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September
2016.



